
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Mcnimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 , Pasal

16 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) Peraturan

Daerah Kabupatcn Klungkung Nomor 5 Tahun 2012

tentang Pajak Penerangan Jalan maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Klungkung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak

Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

6. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem

informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 49) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No

56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 1 10, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang

pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91

Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar

Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999

tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun

2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Klungkung Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung

Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5

Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung

Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten

Klungkung.

3. Bupati adalah Bupati Klungkung.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang

selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.
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5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

6. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari

sumber lain.

7. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SSPD,

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

selajutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selajutnya

disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang

atau tidak seharusnya terutang.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selajutnya disingkat

SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.
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14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling

lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib

pajak untuk menghitung, mcnyetor, dan melaporkan pajak

yang terutang.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku

yang tidak sama dengan tahun kalender.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada

suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam

bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disingkat

NPWPD.

18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan

pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.

19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

dikenakan pajak.

20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD,

SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu

SPTPD

Pasal 2

(1) Wajib Pajak memperoleh formulir SPTPD yang diterbitkan oleh
DPPKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Setiap akhir masa pajak, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani
Formulir SPTPD yang memuat perincian omzet dan pajak terutang

dengan benar dalam rangkap 4 ( empat );

(3) SPTPD dan dokumen pendukung lainnya disampikan kepada
DPPKA paling lambat 7 ( tujuh ) hari sctelah berakhirnya masa
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pajak, dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:

a. Lembar kesatu untuk wajib pajak;

b. Lembar kedua untuk seksi penagihan; dan

c. Lembar ketiga untuk seksi penctapan;

(4) Seksi Pendataan pada DPPKA mencatatkan SPTPD dalam Kartu

Data dan Daftar SPTPD.

Bagian Kedua

SKPDKB

Pasal 3

(1) SKPDKB diterbitkan oleh DPPKA dalam hal :

a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak

yang terhutang, tidak atau kurang dibayar.

b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKA dalam jangka

waktu 7 ( tujuh ) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam

surat teguran.

c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang

terhutang dihitung secara jabatan.

(2) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

(3) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh
seksi Penetapan berdasarkan data dari seksi Pendataan dan
ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama Kepala
DPPKA dalam rangkap 4 (empat).

(4) Lembar kesatu SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak dan
rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ;

a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan sebagai arsip;

b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan

c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan.

(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mencatatkan SKPDKB dalam Kartu
Data dan Daftar SKPDKB.

Bagian Ketiga

SKPDKBT

Pasal 4

(1) SKPDKBT diterbitkan oleh DPPKA, jika ditemukan data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
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bertambah jumlah pajak yang terhutang.

(2) Formulir SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini,

(3) Formulir SKPDKBT diisi oleh seksi Penetapan berdasarkan data dari

seksi Pendataan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak

Daerah atas nama Kepala DPPKA dalam rangkap 4 (empat).

(4) Lembar kesatu SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak dan

rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ;

a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan sebagai arsip;

b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan

c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan.

(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mencatatkan SKPDKBT dalam Kartu

Data dan Daftar SKPDKBT.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Paragraf1

Pembayaran

Pasal5

(1) Wajib pajak membayar pajak berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan
SKPDKBT ke Bendahara Penerimaan pada DPPKA dengan

menggunakan formulir SSPD.

(2) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Paragraf 2

Penyetoran

Pasal 6

Bendahara Penerimaan pada DPPKA menyctorkan penerimaan Pajak
Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan SSPD yang dibuat rangkap

4 ( empat) dengan rincian :

a. Lembar kesatu diserahkan kepada Wajib Pajak;

b. Lembar kedua untuk arsip;

c. Lembar ketiga diserahkan kepada Seksi Penetapan; dan
d. Lembar keempat diserahkan kepada Seksi Penagihan.
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Paragraf 3

Tempat Pembayaran

Pasal 7

Tempat membayar pajak bagi wajib pajak pada Bendahara Penerimaan

DPPKA atau pada Bank yang ditetapkan.

Paragraf 4

Angsuran Atau Penundaan

Pasal 8

(1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(2) Pajak yang dapat diangsur atau ditunda adalah pajak terutang

sebagai akibat terbitnya SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan

Pembetulan.

(3) Tata cara Angsuran atau Penundaan diatur sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran atau

Penundaan kepada Bupati melalui DPPKA;

b. Seksi Penagihan pada Bidang Pajak Daerah, mencatat Surat

Permohonan Angsuran atau Penundaan kedalam buku register;

c. Bidang Pajak Daerah pada DPPKA, meneliti Surat Permohonan
Angsuran atau Penundaan untuk dijadikan bahan pertimbangan

dalam menyetujui atau menolaknya;

d. DPPKA mohon persetujuan Bupati terhadap hasil penelitian

permohonan anggsuran atau penundaan.

e. Apabila disetujui, dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran atau

Penundaan;

f. Mencatat Surat Perjanjian Angsuran atau Penundaan kedalam

daftar Perjanjian angsuran atau Penundaan;

g. Apabila ditolak, membuat Surat Penolakan Angsuran atau

Penundaan;

h. Mencatat Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan ke dalam

register dan;

i. Menyampaikan Surat Persetujuan/ Penolakan Angsuran atau

Penundaan.
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BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

YANG SUDAN KEDALUWARSA

Pasal9

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Tatacara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut:

a. Seksi Pendataan melakukan inventarisasi wajib pajak yang

belum melakukan kewajiban setelah 5 (lima) tahun

ditetapkannya pajak terhutang, untuk disampaikan kepada

seksi Penetapan.

b. Seksi Penetapan melakukan penelitian terhadap dokumen

Saat terhutangnya Pajak, Surat Teguran dan/atau Surat

Paksa, atau adanya pengakuan piutang pajak.

c. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui masa penagihan
pajak sudah kedaluwarsa, maka DPPKA memohon persetujuan
Bupati untuk menghapuskan piutang pajak.

d. Apabila disetujui, maka dibuatkan Keputusan Bupati tentang
Penghapusan Piutang Pajak.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Paragraf1

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Pasal 10

(1) Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

(2) Tata cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan

atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati melalui

DPPKA.

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
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:

a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat

Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran

Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan

pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan;

c. apabila permohonan sebagimana dimaksud pada huruf a telah

memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA, maka

diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;

d. Apabila permohonan sebagimana dimaksud pada huruf a tidak

memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Penolakan

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;

e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administratif kedalam Buku Register; dan

f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak.

Paragraf 2

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 11

(1) Bupati dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak
SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak

benar.

(2) Tata cara Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut :

a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan

atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB kepada Bupati melalui DPPKA.

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat

Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran

Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan

pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan;
c. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a

telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA,

maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;

d. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Penolakan

Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB;
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e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau

Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB kedalam Buku Register; dan

f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau

Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB kepada Wajib Pajak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Klungkung.

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 28 September 2012

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR
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NOMOK 22 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DINAS PENDAPATAN PENCK1.01.AAN,KEUANGAN DANASET
JI_ Untune Sunpall No. 2.TKI.I'. NO. (OVAAJ :i.". :-•••

Scminpuri

no. sptpd

masa pajak

tahun pajak

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)

PAJAK PENERANGAN JALAN

Kepada

Ylh Kepala [Jnui Pendapatan Pengelolaan.
Keuangan. dan Aset

Kabupaten Klungkung
di-

Klungkung

PERI IATIAN

1 Ilurapdiisi dalam rangkap4 (empat) dnulis dengan hurul Oil AK
2. Selclah diisi dan ditandalangni, lunap dikirim dan alau diserahkan ketnbali kepada DinasPendanalan, Pengelolaan, Keuangan dan Asel

Kabupaien Klungkung, Jalan Unlung Sutapuli No 2 Klungkung paling lambal tanggal 15 llari berikutnya Kclcrlambaian penycrahan dan
tanggal lencbul diatasakandilakukan pcnclarwn secara jabalandin dikenakan sanksi adrrunislratif bcrupa kenaikan dan bunga

I. DATA WAJIli PAJAK

a Nama Wajib Pajak
b. Alamat Banjar/l.ingkungan

Kccamatan

Jalan

NI'WI'I) C 1

DATA OBJEK PAJAK
1 Asal Tenaga Listrik
2 Jumlah Penggunaan Listnk

a. Golongan Induslri
b. Golongan Non-lndustn

- Usaho/Bisnis

- Rumah Tangga
- Sosial

|l'I.N/Sutilbcl Lain

3 Penggunaan l.istrik (Listrik yang dihasilkan semJiri)
a. Induslri

b. Non-lndusiri

- Usaha/Bisnis

-Rumah Tangga

III. IMSAK PENGLNAAN PAJAK

Nilai jual tenaga listrik bulan ini

Desa/Kclurahan

Kabupaten

Telpon

^JDihasilkan Scndm

Golongan Biaya Bcban (Rp) Biava Pemakaian (Rp) Jumlah

- Induslri

- Non-lndusiri

JUMLAH

b Dihasilkan Send in

golongan
• Induslri

- Non-lndusiri

JUMLAH

Biaya Beban (Rp) Biaya Pemakaian (Rp) Jumlah

IV PRRHITUNGAN PAJAK
I Jumlah Pajak tcruiang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dan aural masa pajak dalam tahun pajak Icncnlu)

a. Masa Pajak Bulan Januan 20 s.dBulan
b Paiak yang Terutang Rp

Qojonua
• Induslri

- Non-lndustri

JUMLAH

Dasar Pengenann (Kp)

Jumlah Pajak icrutang untuk masa pajak ickarang (bulan bcrsangkulan)
a Masa Pajak Bulan
b Paiak yang Terutani; Rp

Golongan

Induslri

Non-lndustri

JUMLAH

Sebagai dala perincian Irrlampir

Dasar Pcngenaan (Kp)
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Tanf(Rp) Pajak Tcfutona

inf(Rp) Paiak Terutang



-

[V PKRNYATAAN

Dengan menyadari sepcnuhnya akan segala akibat icrtna-s.uk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

20

Wajib Pajak

)

Model I'PD • 051-

Nama WP

Alarnal

TANDATERIMA SPTPD Nomor

Tanggal
Masa Pajak

20...

NPWPD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Yang Mcncnma,

NIP

Model FPD - 05ri

BUPATI KLUNGKUNG

226



LAMPIRAN III
PERATURAN DUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PICLAKSANAAN PERATURAN DAEKAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
I'AJAK PENERANGAN JALAN

PKMKRINTAII k'ABUPATF.N KLUNCKUNC

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

J1, IMwi s«.»-iN. u tttf.*" «u**ni«*lim

-SKMAKAPUKA

SKPDKBT
(Sukat KETETAPANpajak DAKRAII kiikavc bayak TAMBAHAN)

Masa Pajak:
Tahun :

NO. IJRUT

Nama

Alainal

NPWI'I) : {2

Tanggal JattthTempo

I llerdnsukanPasal 170Undang-Undang Nomor 28Tahun2009iclahdilakukan iKnucnksaan aiaukeicrangan lainalaspelaksanaan kcsvajiban :

Ay .sink I I I I I l~l

Nauui I'.ii.i'k

II Dan penieiiksuan aUui kelcrangiui lain icrscbut dralas. peaghlllingan jumlahyuig in.isih harus dibayv adalah sebagai benkut

I Das.ii Pengcnaan

„' Piijak yangTcrulang
1 Kredii Pajak

a Komnensasi kelebihan dan tahun sebclumnya

t> Scloran yang dilakukan

t latin-lain

d JumlahP«jakyangdapal dikredilkan(• • b • c)

•i Juinluli kakurangan penibayaran PokokPajak (2 •3d)
5 Sanksi Adminisiralir

a Bunga

h Kcnaikan

c jumlah sanksi adminittnNii (a ' h)

r,. jiimlnli yangniasih Irani* dibayar (-. i Sc)

Ilengan IInrul [

Kp

Rp

Rp.

Rp
Rp_

Rp
Rp

Rp

Rp

"Rp

Kp

IIKIIAIIAN

1 Ilar.ip peuyeloran dilakukiui niclalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Sural Soman Pajak Daerah (SSPI)J

2 A.,,, ., SKI'BKirr in. Tidak BUM Kurang Dihayar setelah lewa. wnklu paling lamn Hi (uga puluh hnn) seiak SKPOKIVI mi dilcrima, p.jak akan ditagih dengru.
Sura.Pnkmi Iwrdasukmpcniuranpcfundang*indangju]

Model MM) • I I

Niini;.

Alnninl

Model FPD- II

-- Ginning Distni

TANOATl-RIMA

n rm i I I I i I LI

Klungkung, 20,.,.

r n Kcpalu Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan danAscl
Kepala Seksi Penetapan Pajak Dicrah

Dan Pendapatan Lainya

Nama

NIP

Nn Unit .SKPDKBT

I ) I I I I J

20...
Yang Mcnerima,
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f>ATl KLUNGKUNG.
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR S TAHUN 2012 TENTANG
I'AJAK I'ENEHANGAN .IAI.AN

PKMKKINIAII KAIIIII'ATKN KLUNGKUNG

DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

S K l> I) K B
(SUKA1 KKTKTAI"AN PAJAK DAKRAII KURANG BAYAR)

Masa I'ajak :

Tahun :

NO. URUT

N.I1IKI

AJainnl

NPWI'I) :Q

Tnti|!gal JaiuliTempo :

I Hcrdxsarkan Pasal 170Undang-Unduii^; Nomor28 Tahun 2009 iclah dilakukannonctik\Ain aiau kcieranyanlain MUpelaksanaankcwajiban:

Ayai l'..|..k : I I I I I I I

Nam.. I'ajak

II Danpemeriksaan atau ketcranjv.an lain icrscbut diaias. pcntshiiunyan jmniah yang matin hams dibayar adaJah icbapai licnkut

1 D.is.ir I'ciigciiaan

2 I'ajnk yiuijtTctulang
1. Rredil I'ajak

a. '..•iii|i,'ir-_iM kclcbilian daii laliun scbclumnya

I) Senium yang dilakukan
C I .iin*lain

<1 linnlah yanj- dapal dikicdukan (a • b I c)

•I Jumlahkckuian^ajipembayaranI'okok Pajak(2 - 3d)
5. Sanksi Adminisiralil*

I), Kcnnikan
c Jumlahsanksi administntif(a ' b)

it Jumlah yangmasihharus dibayai (4 * 5c)

Dengan Ilimit [

PEKIIATIAN

Rp
Kp

Kp

Rp
Kp.

Rp
Rp

Kp_

Up

"Kp

HP.

1 1larap penycUHln ililakukan melalui llcndahara Penerimaan dengan menggunakan Sural Semran I'ajak Daeiali (SSPD)

2 Apalula SKPDKII in. Tidak a.au Kurang Dibayar se.elah lowal waklu paling lama ill (liga puluh hari) sciak SKPDKI) mi dilerima. pajak •*" «»l»
dengan Sural Pakaa Ircrdnsarkan peniluran perundang-undajigan

Model I I'D- I"

Niima

Alamaf

Model I-I'D- Ml

• LZE

• Gtmluig Dish

i \NDA I'EKIMA

228

Klungkung, ,20....

an Kepala DltlBS Pendapatan. I'engclnlaan. Keuangan dan Asel
KepalaSeksi Penetapan Pajak Daerah

I)an Pendapatan Lainya

Nama

Nil-

_L_

No Unit SKPDKII

20

Yang Meuerima,

PATI KLUNGKUNG.

WAYAN CANDRA



I-AMPIRAN IV

PRRATURAN nUl'ATI KLUNGKUNG

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAHUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG

PAJAK PENERANGAN JAI.AN

PKMKKINTAII KAIIUPATKN KLUNGKUNG

DINAS fENi.AI'ATAN PENCELOLAAN, KKUangan i>an aset

n lariiim.MiKAi'An'.o nr:i.p Ni>(eMa)2l4Mk35naFAXSWa

SEMAKAPUKA

SURAT SF.TORAN PAJAK DAERAH

(SSPD)

NO. BUKTI

[icndaliaru Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dun Asci Kabupaten Klungkung
I'elnh mencrima uang sehesar Kp

(

dari wajih pajak
Nama

Alanial

NPWPD

Sebagai Pembayaran : I'ajak
untuk masa pajak

I. Sural Ketetapan

]]SKPD

Tahun Pajak20 Berdasarkan •):

^SKPDKB

HSJC Pembciulan ^SKPDKBT
Nomor Tanggal

2. Perhilungan Sendiri
^]SPTPD Nomor Tanggal

Dengan Rincian .

_JSK Keberatan

No Kode [tokening Jcnis Pajak Jumlah (Rp)

..

JUMLAH

Dilcrima

Tanggal
Bendahara Penerimaan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan danAscl
Kabupaien Klungkung

Nama

NIP

lembar (asli) unluk WajibI'ajak
I .emhar Ulttuk Bendahara Penerimaan

lembar dilampiri SPTPD unluk Seksi Penetapan
lembar dilampiri SPTPD unluk Penagihan

') Ben landaV padakolak .
Model l-'PD - 24

229

Klungkung 20.

Pembayar / Penyclor.

PATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA


